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Tenaga kontrak kerja (TKK) yang dimaksudkan adal ah: tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada
pada Pemerintah Kota Bekasi, yang bertugas membantu pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota
Bekasi melalui hubungan kontrak kerja selama satu tahun dalam bentuk perjanjian. Fungsi tugas yang
diemban TKK adalah juga pelayanan dan membantu para ASN dalam tugasnya. Skripsi ini
mengindentifikasi dan menganalisis dasar hukum keberadaan TKK dan mendeskripsikan tentang
pemenuhan hak-nya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang dilengkapi dengan
wawancara. Pendekatan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa
terdapat peraturan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menaungi keberadaan TKK dalam hal pekerjaannya.
Namun secara khusus tidak ditemukan tentang peraturan pengadaan TKK. Adapun hak yang diperolen TKK
adalah mendapatkan penghasilan berupa ggji, hak cuti, dan izin. Disamping itu TKK juga diberikan BPJS
kesehatan dan ketenagakerjaan. Penelitian ini juga mendapatkan temuan bahwa sejak awal adanya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sudah menghapuskan keberadaan pegawai
tidak tetap (PTT) yang terdapat pada undang- undang sebelumnya, tetapi belum secara tegas menyatakan
bahwa tidak boleh lagi ada pengangkatan pegawai non-Aparatur Sipil Negara. Kemudian, setelah Presiden
Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, undang-undang tersebut mengamanatkan penataan seluruh
pegawai non-Aparatur Sipil Negara sebelum Desember 2024. Sehingga pegawai tenaga kontrak kerja di
lingkungan Pemerintah Bekas terancam tidak bekerja kembali pada tahun 2025 dan pemenuhan haknya
tidak terpenuhi.

...... The intended labor contract (TKK) is: non-State Civil Apparatus (ASN) personnel in the Bekasi City
Government, who are tasked with assisting work units within the Bekasi City Government through a one-
year work contract relationship in the form of an agreement. The task function carried out by TKK isalso
service and assisting civil servantsin their duties. This paper identifies and analyzes the legal basis for the
existence of TKK and describes the fulfillment of itsrights. Thisthesis uses doctrinal research methods
complemented by interviews. The analysis approach is carried out qualitatively. The results of the study
illustrate that there are regulationsin the Bekasi City Government that overshadow the existence of TKK in
terms of their work. However, specifically there is no mention of TKK procurement regulations. The rights
obtained by TKK are to get income in the form of salary, paid leave, and permission. In addition, TKK is
also given BPJS health and employment. This study also found that since the beginning of Law Number 5 of
2014 concerning the State Civil Apparatus, it has abolished the existence of non-permanent employees
(PTT) contained in the previous law, but has not expressly stated that there can no longer be the appointment
of non-State Civil Apparatus employees. Then, after the President of the Republic of Indonesia together with
the House of Representatives passed Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus, the law
mandated the arrangement of all non-State Civil Apparatus employees before December 2024. So that


https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920539927&lokasi=lokal

contract labor employees within the Bekasi Government are threatened with not working again in 2025 and
the fulfillment of their rightsis not fulfilled.



